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Abstract

The granting of Village Fund Allocation is intended to support Village Government
programs and activities in the fields of Government, development and empowerment.
This study provides an overview of the accountability of the village fund allocation
management system in the area of Brebes. Data Collection Technique conducted in this
research is Interview. Data analysis uses the thinking of Miles and Huberman (2014) in
(Kholmi, 2016) namely interactive model data analysis. The results of this study indicate
that the stages of Planning, Implementation, Accountability and Supervision are in

accordance with the Regulations
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PENDAHULUAN

Seiring dengan ditetapkannya Undang-
32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan

Undang Nomor

pemerintahan di daerah khususnya
kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan Otonomi Daerah,
Pemerintah Pusat semakin memperhatikan dan
menekankan pembangunan masyarakat desa

melalui  otonomi  pemerintahan  desa.

Penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa harus mampu

mengakomodasi asprasi masyarakat untuk

turut bertanggung jawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai

warga desa (Muslimin, 2012)
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Sebagai bentuk kesungguhan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan Ketentuan dalam pasal 24 ayat 5
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4
Tahun 2015 tentang Keuangan Desa bahwa
Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap
Tahun Anggaran. Pemberian Alokasi Dana
Desa dimaksudkan guna mendukung program
dan kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang
Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat

APBDes

Alokasi Dana Desa .

Penyusunan dan adanya
sesuai dengan rencana
penggunaan Dana berdasarkan Musyawarah
Desa. merupakan bentuk desentralisasi untuk

mendorong good governance. Pemerintahan

yang baik dan memperhatikan prinsip
akuntabilitas dilakukan pada level
pemerintahan desa sebagai konsekuensi

otonomi desa. Akuntabilitas Publik merupakan
kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk  memberikan  pertanggungjwaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan
meminta

kewenangan untuk
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pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,
2009). Berdasarkan uraian diatas maka penulis
tertarik mengambil penelitian dengan judul
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahun 2017 di Kabupaten Brebes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memberikan gambaran
kepada para pembaca tentang akuntabilitas
sistem pengelolaan alokasi dana desa di
wilayah Kabupaten Brebes. Adapun informan
dalam penelitian ini adalah informan yang
terlibat langsung, memahami dan dapat
memberikan informasi tentang Alokasi Dana
Desa vyaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Bendahara, Staf Pemerintahan dan Unsur dari
Setda Pemerintahan Desa Kabupaten Brebes
serta Staf Pemerintahan Desa Di masing-
masing Kecamatan di wilayah Kabupaten
Brebes. Serta Teknik Pengumpulan Data yang
dilakukan adalah

Wawancara. Data menggunakan

dalam penelitian ini

Analisis
pemikiran Miles dan Huberman (2014) dalam
(Kholmi, 2016) vyaitu analisis data model
interaktif yang terdiri dari empat kegiatan
secara simultan yang terdiri dari pengumpulan
data, data, dan

reduksi penyajian data,

penarikan kesimpulan/ verivikasi.
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wilayah kabupaten brebes adalah sebagai
berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa ; Sebelah
HASIL DAN PEMBAHASAN Timur Kota dan Kabupaten Tegal ; Sebelah
Selatan Kabupaten Banyumas dan Cilacap
a) Gambaran Umum dan Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dan
Objek penelitian dalam penelitian ini Kuningan di Provinsi Jawa Barat.
merupakan desa di kabupaten brebes, hal
ini  diperlukan  untuk  memberikan b) Alokasi Dana Desa

pendalaman mengenai permasalahan yang

akan diteliti lebih lanjut khususnya terkait Alokasi Dana Desa PER Kecamaan
Sesuai Tahapan Penyaluran Tahun 2017
dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun
Jumlah Jumlah Per Kecamtan
No Kecamatan
2017 di Kabupaten Brebes. Berikut ini O [y 1) [ T 200
p ' 1 | Banjarharjo 11.733.726.000 | 9.386.980.800 2.346.745.200
L. . . 2 |Losari 10.415.265.000 [ 8.332.212.000 2.083.053.000
penelltl sajlkan gambaran mengenail 3 |Keumggungan | 10.212.047.000 | 8.169.637.600 | 2.042.400.400
4 | Jatibarang 10.068.000.000 | 8.054.400.000 2.013.600.000
. ) 5 | Salem 9.664.147.000 7.731.317.600 1.032.820.400
Wllayah KabUpaten Brebes dan KOﬂdISI 6 | Wanasari 0.626.929.000 7.701.543.200 1.025.385.8p0
7 | Bulakamba 9,320,997 000 7.456.797.600 1.894.199 400
Geogeraﬁsnya. 8 |Bantarkawung | 8.721.857.000 6.077.485.600 1.744.371.400
9 | Brebes 8.547.136.000 6.837.708.800 1.700.427.200
10 | Tanjung 8.513.987.000 6.811.189.600 1.702.797.400
Peta Administrasi Kabupaten Brebes 11 | Bumiayu 7.113.753.000 5.601.002.400 1.422.750.600
12 | Tonjong 6.602.234.000 5.281.787.200 1.320.446.800
13 | Sirampog 6.119.603.000 4.805.682.400 1.223.920.600
14 | Kersana 6.011.606.000 4.800.284.800 1.202.321.200
15 | Paguyangan 5.917.057.000 4.733.645 600 1.183.411.400
16 | Larangan 5.624.931.000 4.499.944 800 1.124.986.200
17 | Songgom 4.786.720.000 3.820.376.000 057.344.000
Tumlah 138.000.005 000 | 111.199.996.000 | 27.820 999 000
Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes (2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukan
S bahwa Alokasi Dana Desa tertinggi yaitu
Kecamatan Banjarharjo sebesar Rp
11.733.726.000 sedangkan untuk Alokasi
Dana Desa Terendah yaitu Kecamatan
Songgom vyaitu Rp 4.786.720.000 dan

Kecamatan Brebes menempati posisi

Secara Geografis Kabupaten Brebes
terletak diantara 6%44°56,5-7°20°51,48”
Lintang Selatan dan 108° 4137,7-
109°11°28,92” Bujur Timur. Luas Wilayah
Kabupaten Brebes 166,296 km2 dan

merupakan  wilayah  terluas  setelah tengah-tengah Alokasi Dana Desa yaitu

kabupaten cilacap yang terdiri dari 17 8.547.136.000

kecamatan dan 292 Desa. Adapun batas c¢) Akuntabilitas Dana Desa
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Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD
dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Sebagaimana
dikemukakan oleh  Haryanto dalam
(Arifiyanto, 2014) bahwa prinsip atau
kaidah-kaidah good governance adalah
adalah  partisipasi,  transparansi  dan
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban
publik yang berarti bahwa proses
penganggaran mulai dari perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-
benar dapat dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Masyarakat tidak hanya
memiliki hak untuk mengetahui anggaran
tersebut akan tetapi juga berhak menuntut
pertanggungjawaban atas rencana atau
pelaksanaan anggaran tersebut Mardiasmo
(Mardiasmo, 2009)

Alokasi Dana Desa merupakan dana
yang dialokasikan  oleh  pemerintah
Kabupaten kepada Desa yang bersumber
dari dana perimbangan pusat dan daerah
yang diterima kabupaten yang
penggunaannya 30% untuk belanja aparatur
dan operasional 70% untuk belanja publik

dan pemberdayaan masyarakat
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Pemerintah Daerah mengalokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Alokasi Dana
Desa (ADD) setiap tahun anggaran, yang
besarannya paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten Brebes dalam APBD
setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Adapun beberapa pertimbangan dalam
mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD)
di kabupaten Brebes adalah seperti:
Komponen ADD Reguler, Komponen iuran
BPJS Kesehatan dan SILTAP sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Brebes
Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi
Dana Desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana
Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
berdasarkan pada peraturan desa tentang
APBDes tahun berkenaan dan disesuaikan
dengan perencanaan desa yang ditetapkan
dalam peraturan desa tentang RPJMDesa
dan RKPDesa tahun berkenaan. Oleh
karena itu dalam pengelolaan keuangan
desa perlu direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluasi secara terbuka dengan prinsip
dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga
dapat dipertanggungjawabkan baik secara

administratif, teknis, maupun hukum.
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Berdasarkan akan hal itu maka sudah
sangat jelas bahwa pengelelolaan ADD
harus dilaksanakan secara terbuka melalui
musyawarah desa dan hasilnya dituangkan
dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan
tersebut menunjukkan adanya komitmen
dari pengambil keputusan untuk memenubhi
prinsip good governance dalam pengelolaan
ADD. npartisipasi masyarakat mwningkat
seiring dengan komitmen yang kuat dari
Pemerintah  Kabupaten  Brebes dan
bebrarapa pihak terkait. Hal ini sesuai
dengan informasi yang disampaikan

informan bahwa;:

Item Desa
Pertanyaan Sengon Sarirgja Cibendug Pende
1 | Bagamana | Masyarakar “Pemerintzhan | Pihak  desa | “Masyarakat
pemerintzh | memiliki hak dan | Desa  sarireja | mengadakan | melalui  media
desa akses yang samsz | mengadakan musdes Rembug  guyub
mewjudkan | dalam Rembug  desa | tetlebih mengetzhui
prinsip menentukan melali RT dan | dahulu tentang | proses
transparansi | keinginan RW untik | pelsksamam | | penganggara
dam pembangunan  di | menentukan persizpan  dll | dam aspirasi dari
partisipasi | wilayzhnya  oleh | Prioritas yang masing-masmg
dalam proses | karenz i tetap | pembangunan | mebbatkan RT [ RT ataw RWW
petencanzan | masyrakat melahui | Desa  Sarireja [ dn RW dam | (Kepala  Desa
pengelolaan | RT dan RW untuk | beserta  dengan | Tokoh Pende, 25 April
alokasi danz | menyampaikan Keburuhan Masyarzkat | 2018)
desa? aspirasinya” Anggzrmnyz” | lailmya
( Kepala Desa| (Kepala Desa | (Sekdes Desz
Sengon, 27 April | Sarireja, 27| Cibendumg, 23
2018) April 2018) April 2018)
Sumber ; Hasil Wawancara, Data Diolah (2018)

Transparansi dan partisipasi sangat
penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintah dalam menjalankan mandat
dari rakyat, mengingat pemerintah
memiliki ~ kewenangan ~ mengambil
berbagai  keputusan penting  yang
berdampak  bagi  orang  banyak,

pemerinntah harus menyediakan
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informasi yang lengkap mengenai apa
yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil tersebut
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Kabupaten Brebes telah melaksanakan
prinsip  partisipatif ~ yaitu  dengan
melibatkan unsur masyarakat didalam
musyawarah penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDes), prinsip
transparansi yaitu dibuktikan dengan
masyarakat dapat melihat infromasi
mengenai apa saja  hasil  dari
musyawarah serta pembangunan yang
akan dilaksanan oleh pemerintah desa,
serta aspiratif yaitu dengan memberi
kesempatan kepada masyarakat dalam
mengajukan usulan-usulan pada forum
musyawarah desa.

Pelaksanaan ini merupakan
penerapan dari prinsip  partisipatif
pembangunan masyarakat desa yang
didukung oleh prinsip-prinsip
transparan, akuntabel, dan
responsive.Implementasi prinsip-prinsip
tersebut perlu diketahui secara jelas
mulai  dari  tahap  perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pengawasan ADD secara lengkap. Hal
ini sesuai dengan informasi yang

disampaikan informan bahwa:
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Trem Desa

Dertanyazn Sarirza Cibandunz Pands
1 Bamimanz ¢ | Partizipasi Tingeat
tingat mazyarzkat baik | partizipasi i
partisipasi walanpun  ada | masyarakat bags hal ini dapa
masyarzkat 27| beberapz  yang | dal= 5 dari

penzzlolazn
ADD cukup
) bagus dan | £
desa’ cukup tinggi | Desa 8,
dibuktilan April 2018)
dengan
seringmya pihak
masyarakat
memberikan
pendapat
kaitanya dengn
progam yang di
danai alsh
ADD.  (Sekdes
Desz
Cibendunz, 25
Apsl 2015

Apakah ada | “Sslalu “Terus Ada dengen carz | “Ada, Ez baziz
komitmen Hadir mamherikan pamherian

dari malalni Ezsi | himbanan pemhinzan  di | Eal

pemerintzh | di kepada bidanzmya

dazerzh untuk | Pemerintzha | masyarskar masing-masing

meningkatka | n Eecamatan | terkait dengzen | ssperti  bidang|

n partisipasi | dan tzhapan ADD™ | pengelolasn

masyarakat | mengingatka  (Kepala Desa | pemerintzhan,
dalampross (o serta | Sarirgja, 27 | bidang

perencanzan | memberikan | Apsil 2018} pemhangnan,
pengslolaan | pendamping dan i
alokasi dana | an ketika pembardayazn | S

Cibendung, 25
April 2015

‘)__n_aan. 27
Apsil 2018)
Sumber ; Hasil Wawancara , Dats Diclsh (2018)

Berdasarkan  hasil  wawancara
dengan beberapa informan dapat
diperoleh informasi bahwa masyarakat
di masing-masing desa Kabupaten
Brebes secara partisipatif sejak dimulai
proses penggalian gagasan di tingkat
kelompok masyarakat baik yang formal
maupun informal. Penggalian gagasan
dari masing-masing kelompok
masyarakat tersebut lebih  menitik
beratkan pada persoalan pembangunan
desa secara luas dan menyeluruh baik
dalam jangka pendek, menengah,
maupun panjang yang memang
menjadi kebutuhan masyrakat.Adapun
penggalian gagasan tersebut dapat
dilakukan melalui forum musyawarah

Dusun (Mus Dus) dan Musyawarah-
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musyawarah laiinya. Setelah
mendapatkan masukan/ gagasan maka
Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes
terlebih dahulu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa sebagai turunan
dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMD) yang telah
disusun sebelumnya.
Keberhasilanpenyelesaian
permasalahan di desa tentunya dari
hasil kerja sama antara pemerintah
desa dengan masyarakatnya. Dengan
mengikuti  musyawarah desa ini
menunjukkan bahwa masyarakat ingin
menyelesaikan permasalahan di desa
masing-masing.Pelaksanaan ini
merupakan penerapan dari prinsip
partisipatif pembangunan masyarakat
desa yang didukung oleh prinsip-
prinsip transparan, akuntabel, dan
responsive.Implementasi prinsip-
prinsip tersebut perlu diketahui secara
jelas mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pengawasan ADD secara lengkap.
Pemerintah  daerah  melalui
Camat mempunyai komitemen yang
tinggi dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan

pengelolaan alokasi dana desa hal ini


http://www.keuangandesa.info/2016/07/rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa.html
http://www.keuangandesa.info/2016/07/rpjm-desa-rencana-pembangunan-desa.html
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terlihat dari hadirnya perwakilan dari Hasil  wawancara  dengan
kecamatan pada saat forum beberapa informan menyampaikan
perencanaan seperti Rencana Kerja bahwa  terkait dengan  proses
Pemerintah Desa (RKPDes) dan perencanaan adalah sebagai berikut:

memberikan himbauan kepada

i Ko Tiem Peramaan F— P C?]:;A_: Pacds
masyarakat bahwa Alokasi Dana Desa L L
mrasume mespdiag | membabas Tspperam | mesmdiiag
. Focetare s | e | ADD, M | it | Mo i
atau Dana Desa adalah dari, oleh, dan B e |t |t | v 00,
R pemerimah ey | SRR 'ae:mr_\a:a:a? xl:seb'.;.'. ?e:aie.iﬁ_ﬂeﬁ
untuk masyarakat sehingga perlu ol b sl bowinall

tic_buh]?e_sa A Rh]’Des

diawasi dan sebagi bentuk komitmen iy | |
Apd 015} | amssdes Saaitati
e deapan

pemerintah Kecamatan melalui Ka oDams
. . sedalam
Seksi Pemerintahan Desa melakukan A
bacosoya
pendampingan dan monitoring dengan i
Aprl 2015)

berkala IERE A

murawanh dem | LPAM, BD, | Pembechivam Tokel Magyrakat, Tokok

dabam nasga Takoh Masyanakat Masyaiai Pemmmda, LML

paneacaman Mamraia: | BPD, Tokoh | (EepalaDesy | BT denmosing-

peageloban alokasi | (Sebdes Mamraiay, Seagen, 17T masing

) da dasa? Hafefiogl | DLLiSeides | Aped2015) | diwaklimacient

Perencanaan Alokasi Dana Desa oy | Ay Do ke 7

Tagasm =k Aleogapresns ;5:::-'315;

Berdasarkan Musyawarah Perencanaan o b Rea | preapd

:_:iﬂﬂf-‘ﬂdﬂ' K:ﬁs;)ésa irhijﬁ. u:»i:a%:xt‘;}zn

Pembangunan Desa (Musrenbangdes). mweans em | Saga | ki i

_:-e:!::a:.aums A ?le::aymn:._: - a:._:_:;::%f;h

Adapun  Mekanisme  perencanaan e ”“%”,,J‘]" Ty

Agedl 2015)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah

sebagai berikut:

Swmbsr.. Hasil Wawancar, Data Diclah (2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kepala Desa mengadakan Musdes dihaditi oleh BPD, beberapa informan, maka dapat diSimpU"(an

Musdes untuk membahas lembaga kemasyarakatan,
ADD syt s i bahwa Dalam tahap perencanaan
s, pembangunan desa sudah sesuai dengan aturan

yang berlaku yang mana pemerintah desa di

Rancangan ADD Tim pelaksana ADD P . .
disepakati dalam Musdes menyampaikan rencana kabu paten brebes Sangat menJu nJu ng tlnggl
dan menjadi salah satu penggunaan ADD . .
bahan penyusunan berdaserkan prioritas transparansi terbukti dengan adanya suatu
APBDesa musrenbangdes

forum  musyawarah  desa  yang  di
Gambar 1.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

selenggarakan oleh Kepala Desa dan BPD

yang dihadiri oleh Unsur masyarakat terdiri
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atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh
masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan
kelompok tani, nelayan dan lain-lain dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan

Desa

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

A. Penyaluran Alokasi Dana Desa

Tahap pelaksanaan Alokasi Dana
Desa disalurkan kepada masing-masing
desa dengan cara pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening
Kas Desa. Rekening Kas Desa tersebut
dibuat dengan menyertakan 3 (tiga) tanda
tangan yang terdiri-dari Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan
beberapa informan menyampaikan bahwa
terkait dengan proses pelaksanaan adalah

sebagai berikut:
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No| Itm Desa
Pettagen | Segon Sairee (handmg Paade
U |Apdah | Pross | ‘Pemerieh Desa | Pencaira “Semuz Pevetimez

pememh | Pencarw | memddi Rebening | meldw Bk | Baik e Pemermtzh
Kas Desa vt &f | Jateng (Seledes | Pusat  Provimst,
weolli | Reemmg  |Bak  Jaemg’ | Des: My Kebupaten
ehemg | Bakaeng” | (Kepdlz  Desa | Chhendimg, 23| mesuk & Rebenmp
bk wik| ( Kepala | S 17 Apel | Api2018) | Kas Deso i Bank
pHoses Desa Sengon, | 2018) Jtmg®  (Kela
pacr |17 Apd Desa Pande, 23 Apel
kst dama | 2018) Bty

des!

i+ el

Sumbet - Hsd Wawaneara,, Data Dioleh (2015)

Adapun penyaluran ADD disalurkan
dalam 2 tahap melalui rekening kas Desa

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (Pertama) sebesar 80%

(delapan puluh persen) dari
keseluruhan ADD yang akan diterima
oleh setiap desa.

2. Tahap Il (Kedua) sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah keseluruhan
ADD yang merupakan sisa anggaran
ADD setelah dikurangi Tahap 1
(pertama) yang belum disalurkan

Kepala Desa.

Mekanisme Penyaluran

Mekanisme peyaluran Alokasi Dana Desa
(ADD) dilaksanakan dengan cara Kepala

Desa mengajukan berkas permohonan
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penyaluran ADD mengetahui Camat yang
ditunjukan kepada Bupati
Kepala BPPKAD Kab Brebes melalui
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda

Brebes cq.

Kab. Brebes vyang dilampiri dengan

persyaratan sesuai ketentuan.

B. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Setelah penyaluran dana Alokasi Dana Desa
(ADD) disalurkan melalui

Desa melalui rekening Kas Desa. Selanjutnya

masing-masing

Desa mengajukan proses pencairan ADD,
dengan mekanisme kepala desa mengajukan
Permohonan Pencairan Dana Kepada Camat
dengan disertai persyaratan pencairan. Kepala
Desa wajib melengkapi berkas pengajuan
berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).Setelah
berkas diverivikasi dan dinyatakan lengkap
Camat  memberikan  Surat

dan  benar

Rekomendasi Pencairan Dana.

Tim Asistensi melakukan register/ pencatatan
terhadap surat rekomendasi dan penerimaan
berkas engajuan dari Desa serta menghimpun
dan menyimpan arsip berkas pengajuan
pencairan ADD guna keperluan audit oleh

pengawas oleh pengawas fungsional

p-1SSN: 2089-6778
e-1SSN: 2549-5054

Ttem Desa

Ha Pertanyzan Sengon Sarirgja Cibendung Pands

2 | Basimanz “Pencairan “Pancxran MMekanisms “Pencairan
makanizme Danz  Dasa | Dana Desa | prosss Danz Dz
prozss termazuk di | termasnk di | pencairan tarmaznk 4
pencziran dalamnya dalamnya ADD dalamnya
alokasi  dana | Alokasi Dana | Alokssi Danz | APBDes, Alokzsi Danz
dasa? Desz (ADD) | Desz (ADD) | permohonan | Desz (ADD)

adalzh zdalah pencaisan, zdalzh

mengzjukan mengjukan sumEt
prapasal kelengkapan | propasal

Permohonan | berkas dr | Permohonan

mengziukan
prapasal

Permohonan
Denczizn

Pencaizn Denczian

Alokasi Danz | Alokasi Danz | SE kepalz | Alokasi Damz

kecamatan,

Desa { Espala | Diesz  (Tzhap | desa, SE | Desa (Tzhap 1)
Desz Zengonm, | 1) dan (Tahap | bendzhars dan (Tzhap 1)
17 April 2018) | 2) dilenghapi | desa, SE | dilengzpi

dengn st | penunjukan demgan  sumt
pengEntar bank, lapomn | pengenter
permohonan | gealisasi ADD | permohonan
pencaEn tahun pencaan
Alokssi Dana | sebelumnva, | Alokssi Dama
Dasz (ADD) | RRIMDssa, Dz (ADD)
tzhun 2017, FEP maing| =hon 2017
maing  dasz | (Eapala Dasz
(Zekdss Desa | Pende, 23 April
Cibendung, 25 | 2018)

April 2018) I
Sumber ; Hasil Wawancara | Data Diolah (2018)

Peran pemerintah desa dalam mendukung

keterbukaan dan penyampaian informasi
secara jelas kepada masyarakat dalam proses
pelaksanaan program yang di danai dari
alokasi dana desa adalah melalui sosialiasi
kepada masyarakat betapa  pentingnya
pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa atau
Dana Desa dan mengajak kepada masyarakat
bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dll

adalah dari, oleh , dan untuk masyrakat

sehingga masyarakat cukup andil dalam
pembangunan desa.

Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang
pembiayaannya  bersumber dari  ADD
sepenuhnya  dilaksanakan oleh Tim

Pelaksanaan Desa. Dalam  pelaksanaan

program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan
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dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh
masyarakat. Salah satu bentuk transparansi
pengunaan anggaran Dana Desa atau Alokasi
Dana Desa pemerintah desa berinisiatif untuk
mepublikasikan penggunaan Dana Desa
melalui Banner dan Papan Informasi Kegiatan
yang ditempatkan pada titik-titik tertentu yang
strategis sehingga dapat dilihat masyarakat.
Sehingga tidak menimbulkan perspektif yang
negatif di masyrakat. Hal ini sesuai dengan
yang
bahwasannya:

disampaikan  beberapa informaan

p-1SSN: 2089-6778
e-1SSN: 2549-5054

dunibiln [maysk= | bkms peskama fikdm | Az==
dabem memgmwmi | koemge= Dera Ciendung, | dilstem
pehbrmam | bngzung ymy diadis | 15 Apal 2018) dei pmao
gkkzi dma | st mchlui | ek emcman
dema? BFD, LPM | uamk =
kembaya mcbkuk= pogTwmm
booy” || pogawnm {Kegah
Kegah chaloy Doz F=d
Doz =10 15 ol
3emgee, 17 | pexbmgunel’ 0L8)
Apel 2013) | (Kegah Dem
d=h,
Jumter: Dets Deekst (2013)
Berdasarkan hasil Musywarah
Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Pemerintah Desa Se-Kabupaten Brebes yang
dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, LPM, BKM, PKK, RT dan RW Karang
Taruna dan Tokoh Masyarakat Laiinya
menitikberatkan pokok administratif (Non
Fisik) Fisik

Pemerintahan Desa

dan guna  Menunjang

seperti: Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat. Adapun untuk hal-
hal yang termasuk dalam  kegiatan
administratif (Non Fisik) dapat dijelaskan pada

tabel dibawah ini:
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Sarana Non Fisik yang dibanzun Melalui
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2017

1] Eidanz Trem Pens=luaran
T Bidmz DPenyzlengmraan 1. Pembayaran Penghasilan Teizp
Pomerintah Desa Parangiat Desa
1 Kezgiztan Operzsionzl Eantor
Pemerintzhan Desa
3. Kezgiatan Pengzlolaan Informasi

Desa
4. Kegiatan Temib Administrasi

5. Esgiztan  Penyelenzmesan
Musywarah Desa
§. Ezgiztan Operzsionzl BED,RT
dan RW
Pembinaan 1. Ezgiztan PBEE
1. Peningiatan Peran dan Fungsi
LERMD

Bidmg
Kemasyrakatan

3. Esgiatan SISEAMLING dan

LINMAS

4. Pembinzan Earans Tamna
Bidmz  Pembardayaan 1 Hegiztan Pemberdzyazn
Mzsyarakat Posvandn,

1 URE

3. BEB

Sumber - Dtz Tialzh J0TT)

Tabel diatas menyajikan bahwa Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat merupakan
komponen penunjang guna kelancaran

operasional desa. masing-masing Desa di

Kabupaten Brebes Dana

Desa/ Alokasi Dana Desa

mengalokasikan

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD
(Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Brebes

Pengelolaan

terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban
APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember

p-1SSN: 2089-6778
e-1SSN: 2549-5054

2014 ini
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

sekaligus mencabut Peraturan

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan  tersebut  dimaksudkan  untuk
memberikan landasan hukum bidang keuangan
desa, sumber keuangan desa, dan anggaran
pendapatan dan belanja desa.Penguatan
keuangan desa dilakukan untuk menguatkan
pilar transparansi dan akuntabilitas.
Pengelolaan keuangan desa harus
dilakukan secara efisien dan efektif, transparan
dan akuntabel. ADD yang merupakan salah
satu sumber utama pendapatan desa juga harus
secara

dipertanggungjawabkan transparan

kepada masyarakat maupun kepada

pemerintah  kabupaten sebagai institusi

pemberi kewenangan. Selain itu,

pertanggungjawaban  kepada  masyarakat
dilakukan secara periodik setiap tiga bulan
sekali melalui forum eveluasi pelaksanaan
ADD  yang

Desa.Adapun Hasil wawancara lengkapnya

dipimpin  oleh  Kepala

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
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Mo | Item Pertanyazn Dasa
Sanzon Sarirsia Cibendunz Pands
1 | Bamimana “Bisz dizkses | “Dapat ibmat infromasi | “Malzlni Banner
pemarintzh desa | masyarekat diperangzungia | beupa  papan | Realiszsi
meldbsanzkan | bak  dalam | wabksn  dam|dm banmer | Pelabsmmam
prinsip Banner  ztzu | dilzporkan pada | (3ekdes  Diasa | Kegiatn
shunizhilites | proses pibak-pihak Cibendung, 15 | masyarakat bisa
delam pelaksanam | yang April 2018) malzkukan
pentanzmungizw | ADD™ (| Ezpalz | berwenang” penilsian  dan
han Dasz engom, | (Kepalz  Desa Palzhsznzan
pengslolaan | 27 Apeil2018) | Sariez, 27 ADD dapat
alokasi  damz April 2018) diperangznga
desa’ wabkan”
(Eepelz  Dea
PBande, 13 April
015
Sumber Data Diolzh 2018)
Pelaporan ADD berupa:
a. Laporan Berkala
Laporan berupa rekapitulasi realisasi

keuangan dan realisasi fisik pelaksanaan

ADD dilengkapi dengan himpunan
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
per semester , yang dialporkan secara

berkala per semester oleh Camat Kepada

Bupati Brebes cq. Kepala Bagian
Pemerintahan Desa Setda Brebes
Laporan Akhir

Kepala Desa menyampaian laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati/
Walikota melalui Camat berupa laporan
Semeseter 1 dan Semester Il. Adapun
mekanisme pertanggungjawaban
keuangan Desa adalah sebagai berikut: 1.
Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa Walikota

melalui Laporan

Kepada
Camat. 2.

Bupati/
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Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa dilampiri: Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
pelaksanaan APBDesa dan  Laporan

Kekayaan Milik Desa per 31 Desember.

Adapun batas waktu untuk laporan

Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalag
Semester | paling lambat akhir bulan juli
tahun berjalan dan Semester 1l paling
bulan tahun

lambat  akhir januari

berikutnya sedangkan untuk laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa disampaikan maksimal 1 (satu)
bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan. Sebagai bentuk transparansi
dan akuntabilitas kepada masyarakat

laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa

masyarakat ecara tertulis dan dengan

diinformasikan kepada
media informasi yang mudah diakses

masyarakat. Penyampaian  laporan
dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu
dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan
diketahui

Pendamping Tingkat Kecamatan secara

Kepala Desa ke Tim

bertahap
Informasi-informasi dibawah ini

menunjukkan bahwa sistem

pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di
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Kabupaten Brebes telah melaksanakan
prinsip akuntabilitas.
ADD  juga telah

pertanggungjawaban

Dan pengelolaan
melaksanakan
administrasi
keuangan ADD dengan baik yaitu setiap
pembelanjaan yang bersumber dari ADD
harus disertai dengan bukti.Evaluasi
pelaksanaan program ADD tersebut juga
membimbing masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam memberikan
masukan dan koreksi dengan adanya kerja
sama saling membantu antara perangkat
desa, bendahara desa, tim pelaksanaan
Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD
dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD
sudah memahami dan mengerti tentang
tata kelola administrasi keuangan ADD
selalu  ada dari

karena petunjuk

pemerintah Kabupaten

Pende, 25
APril 2018)

p-1SSN: 2089-6778
e-1SSN: 2549-5054

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Trem

Partanyaan Sanzom Sarirgjz Cibendungz Pendz
Bamzimana | “Mlasyrakat, ‘pemerintzh Bantuk “Barbagmi
bentuk pendampings, | kecamatsndan | pensswasan | Staksholder
penzwasz | damunsur Bagian vang tidzk hanva
nvaEng kelengiczpan Pemerintzhan dilskukan pemerintzh
dilzkukan | negesa kot {5 keczmatan

\ .

p—
inspektarat ju=

alsh men v asi
pemerintzh | pelaksanaan
kecamatan | ADD tidak
kepadz hanyz olsh
deszdalam | kecamatan™{
rangi: Ezpalz Desa
penszlalaz | Zensom, 27
nalokssi | April2018)
dana desa’

manitaring”
(EepalaDesa
Sarirza, 27
April 2018)

Tim 1 yans
beranzzotaka
n camat, kasi
dan staf tim 2
beranzzothan
sekcam kasi
dan staf

Sumber: Diatz Dialah 2018)

Pemantauan dan Evaluasi atas penyaluran dan

penggunaan serta realisasi ADD dilaksanakan

oleh  tim  fasilitasi ~ maupun  bagian
pemerintahan desa Kab Brebes

SIMPULAN

Akuntabilitas  Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Brebes dapat di ambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Kabupaten Brebes sudah melaksanakan
pembangunan partisipatif yang terlihat
dari pembangunan yang mengacu pada
skala prioritas, kondisi, situasi
masyarakatnya.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Kabupaten

Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2017

Brebes Proses pencairan
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Adalah dibagi menjadi 2 Tahap. Tahap
pertama (pertama) sebesar 80% dan Tahap
2 (Kedua) sebesar 20%.
Anggaran Dana Desa yang didalamnya
Dana Desa (ADD)

rekening Kas Umum

Penyaluran

termasuk Alokasi
disalurkan dari
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
(ADD) Pertanggungjawaban Pengelolaan
ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten
Brebes terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBDes.

4. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)
dilakukan oleh pemerintah kecamatan
kepada desa dalam rangka pengelolaan
alokasi dana desa secara berjenjang dari

level pusat hingga ke-daerah.
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